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Sebagal salah satu negara sedang berkembang Indonesia menganggap bahwa proses pembangunan nasional
memerlukan peranan investasi asing, khususnyainvestasi langsung (direct investment) dalam bentuk
pendirian perusahaan-perusahaan multinasional PMA. Tetapi di sisi lain tugas Direktorat Jenderai Pajak
dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dimana salah satu obyeknya adalah penghasilan investasi
asing harus mengakui kenyataan bahwa obyek pajak tersebut akan meliputi wewenang yurisdiksi perpajakan
dua negara, yaitu Indonesia sebagai negaratempat investas dan negara domisili investor, dimana proporsi
pembagian hak pemajakan tersebut akan dirumuskan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda
(tax treaty). Sehubungan dengan hal tersebut maka pokok permasalahan dari tesisini meliputi : bagaimana
ketentuan perpajakan domestik Indonesia dan ketentuan perpajakan internasional mengenai penghasilan
investas asing (foreign direct investment) melalui perusahaan multinasional PMA, faktor-faktor apa saja
yang mendorong suatu negara untuk menyelenggarakan suatu perjanjian penghindaran pagjak berganda (tax
treaty) dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan peraturan perpajakan atas penghasilan investasi
asing, bagaimana ketentuan tax treaty Indonesia khususnya dengan negara-negara yang mempunyai tingkat
investas cukup besar di Indonesiadalam hal keseimbangan alokasi hak pemajakan penghasilan investasi
asing, bagaimana pengaruh ketentuan tax treaty tersebut terhadap tarip efektif pemajakan penghasilan
investas asing serta kaitannya dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) oleh
perusahaan?perusahaan modal asing dengan memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesisini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui
studi kepustakaan terhadap buku literatur, peraturan perpajakan domestik dan internasional, karyailmiah,
jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Untuk melengkapi studi literatur tersebut Penulis juga
melakukan penelitian lapangan dengan melakukan inventarisasi dan analisa data serta wawancara dengan
pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kekurangan modal dan kebutuhan terhadap peranan investas asing di Indonesia merupakan salah satu
faktor lemahnya posisi Indonesia dalam penyusunan suatu tax treaty dengan negara-negara maju yang
merupakan negara investor. Dari 5 tax treaty Indonesia dengan negara-negarainvestor diketahui bahwa
sebagian besar tax treaty tersebut disusun dengan kerangka dasar UN Model dimana proporsi pembagian
hak pemajakan antar dua negara ditentukan berdasarkan negosiasi kedua negara. Tetapi terdapat 1 tax treaty
yaitu tax treaty Indonesia - Jepang yang dapat dinilai memberikan hak pemajakan yang lebih
menguntungkan kepada Jepang sebagai negara domisili.

Secara umum bahwa ketentuan perpajakan internasional dalam bentuk tax treaty telah membatasi otoritas
dari peraturan perpajakan domestik. Ketentuan perpajakan domestik telah memperlakukan disparitas
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perlakukan perpajakan atas penghasilan investasi antara dividen dibanding bunga, royalti dan imbalan jasa,
karena dividen dikenakan pajak duakali atau disebut dengan istilah pajak berganda ekonomis. Perbedaan
perlakuan perpajakan tersebut menjadi lebih signifikan ketika terhadap obyek tersebut harus diberlakukan
peraturan perpajakan international yang tertuang dalam tax treaty, karena selain tarip witholding tax yang
lebih rendah masih terdapat obyek-obyek pajak yang hanya dapat dikenakan pajak di negaradomisili atau
dibebaskan dari pemajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut telah mendorong investor untuk melakukan
tax planning melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menerima penghasilan dalam bentuk selain
dividen, yang berakibat pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara sumber.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut tidak terlepas
dari apayang disebut transfer pricing, karenatidak sedikit pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa luar
negeri dilakukan kepada perusahaan induk atau afiliasi di luar negeri. Sehingga hal yang lebih lanjut harus
diperhatikan adalah apakah transfer pricing tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar sesuai prinsip
arm's lenght atau sebaliknya direkayasa dalam rangka penghindaran pgjak di Negara sumber. Bila kasus
pembayaran imbalan bunga, royalti atau imbalan jasa tersebut diindikasikan sebagai rekayasa transfer
pricing maka untuk pembuktiannyadi lapangan masih banyak mengalami hambatan. Sehingga upaya
preventif dari DJP dalam bentuk pembatasan pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa, di antaranya
melalui debt equity ratio maupun advanced pricing agreement merupakan alternatif yang lebih efisien dan
lebih menjamin kepastian hukum dari sist Wajib Pajak maupun Fiskus, sertalebih mengoptimalkan
penerimaan negara dari sektor pajak.



